PENERAPAN ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(STUDI KASUS : KALURAHAN CONDONGCATUR

KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN







BAB V PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah 
dijabarkan oleh peneliti sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
pengelolaan keuangan Pemerintah Kalurahan Condongcatur telah sesuai dengan 
asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Kesimpulan 
yang diambil oleh peneliti berdasarkan temuan yang berupa data wawancara, 
observasi, dan dokumentasi yang telah sesuai dengan indikator yang telah di 
sampaikan oleh BPKP (2016) Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y., (2020); 
Mardiasmo (2002); dan Sujarweni (2019). Meskipun demikian, pemerintah 
Kalurahan Condongcatur tetap memiliki kelebihan dan kekurangan.  
Berikut adalah hasil kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti: 
a. Pemerintah Kalurahan Condongcatur melakukan pengelolaan keuangan desa 
dengan melalui tahap-tahap yang dimulai dengan perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 
jawaban.  
b. Pemerintah Kalurahan Condongcatur menerapkan asas trasparansi dengan 
cara memasang baliho mengenai APBKal, memasang papan keterangan 
mengenai kegiatan, informasi APBKal yang di bagikan di media cetak 
maupun media sosial mengadakan Musrenbangduk dan Musrenbangkal. 
c.  Pemerintah Kalurahan Condongcatur menerapkan asas akuntabel dengan 






Pembangunan Kalurahan dilakukan dengan mengacu pada RAB, SPP, SPTB, 
dan dibantu dengan Buku Pembantu Kegiatan. 
d. Pemerintah Kalurahan Condongcatur menerapkan asas partisipatif dengan 
cara melakukan pembahasan APBKal yang dimulai dari rapat RT, rapat RW, 
Musrenbangduk, dan dibawa ke Musrenbangkal. Masyarakat melakukan 
swakelola dalam kegiatan pembangunan di padukuhan. 
e. Pemerintah Kalurahan Condongcatur menerapkan asas tertib dan disiplin 
anggaran dengan cara menjalankan anggaran sesuai dengan program yang 
telah di musyawarahkan sebelumnya dan dituangkan dalam RPJMKal dan 
dilaporkan kembali kepada pemerintah daerah melalui Perkal secara tepat 
waktu. 
Selain kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan, pemerintah 
kalurahan tetap memiliki beberapa kekurangan. Pertama, beberapa papan informasi 
mengenai aktivitas penggunaan keuangan kalurahan tidak bertahan lama dalam 
pemasangannya. Kedua, penggunaan website pemerintah masih kurang 
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan atau program 
keuangan yang ada. Ketiga, terdapat fenomena dimana terdapat masyarakat yang 
berasal dari luar padukuhan yang menerima dana PKT dari padukuhan yang ada. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini dilakukan dalam masa pandemi, dan kantor Kalurahan 
Condongcatur sempat melakukan penututan kantor selama satu minggu 






2. Masih terdapat jawaban kuesioner yang kurang dalam menurut pengamatan 
peneliti karena responden kurang memahami maksud pertanyaan.  
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada : 
1. Pemerintah Kalurahan Condongcatur, yaitu: 
a. Perlu memberikan RAB di setiap kegiatan kepada masyarakat selaku tim 
pelaksana, agar masyarakat dapat ikut mematau setiap kegiatan yang 
sedang dilakukan. 
b. Dapat lebih menggunakan website yang telah dimiliki dengan optimal 
dalam penyampaian kepada masyarakat luas. 
2. Peneliti selanjutnya, yaitu: 
a. Peneliti selanjutnya dapat meminta ijin kepada partisipan untuk 
melakukan wawancara menggunakan media online dalam melakukan 
wawancara. 
b. Peneliti selanjutnya dapat mempersiapkan pertanyaan lebih yang 
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Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara 
 
Narasumber : Lurah, Ulu-ulu, Pangripta, dan Sub Unit LPMD 
 
Pertanyaan Umum 
1. Apakah anda mengetahui tentang pengelolan keuangan desa? 
2. Apakah peran anda dalam pengelolaan keuangan desa? 
3. Apakah anda mengetahui tentang adanya asas pengelolaan keuangan desa? 
(Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran) 
4. Menurut anda apakah dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah  
Kalurahan Condongcatur selalu mempertimbangkan asas tesebut? 
5. Menurut anda apakah penting sebuah pengelolaan keuangan desa 
menerapkan asas-asas tersebut? 
A. Transparansi 
1. Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam 
menerapkan asas transparansi pada pengelolaan keuangan desa? 
2. Apakah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan 
tiap tahun diinformasikan kepada masyarakat secara tepat waktu? Melalui 
media apa saja hal tersebut diinformasikan? 
3. Dalam bentuk apa sajakah transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah 
kalurahan Condongcatur? 
4. Dalam memperoleh informasi, apakah ada tahapan atau prosedur khusus 
bagi masyarakat? 
B. Akuntabel 
1. Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam 
menerapkan asas akuntabel pada pengelolaan keuangan desa? 
2. Apakah perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan 
Rancangan Pembangnan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) , 
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kalurahan (APBKal) dan Peraturan Kalurahan (Perkal) 
3. Apakah pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rancangan 
Anggaran Biaya (RAB), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat 
Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), dan Buku Pembantu 
Kegiatan? 
4. Apakah bendahara desa melakukan penatausahaan dan melakukan 
pencatatan atas setiap transaksi serta melakukan tutup buku tiap akhir 
bulan? 
5. Apakah Lurah menyampaikan laporan realisasi APBKal kepada pimpinan 






6. Apakah menurut Anda Pemerintah Kalurahan Condongcatur sudah 
bertanggung jawab dalam melaporkan laporan keuangan? 
C. Partisipatif 
1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kalurahan Condongcatur dalam 
pengelolaan keuangan desa? 
2. Pada tahap apa sajakah masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan 
keuangan desa? 
3. Bagaimana prosedur masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengelolaan 
keuangan desa? 
4. Apakah perencanaan pembangunan desa di informasikan kepada 
masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan 
(Musrenbangkal)? 
5. Apakah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan  Swakelola 
Masyarakat? 
D. Tertib dan Disiplin Anggaran 
1. Bagaimana anggaran keuangan di Kalurahan Condongcatur dirumuskan? 
2. Apakah penyusunan RPJMKal disusun tepat waktu  3 (tiga) bulan setelah 
pelantikan Lurah? 
3. Apakah kegiatan pelaksanaan fisik dilakukan  selama  1 (satu) tahun 
kegiatan pelaksanaan? 
4. Apakah laporan realisasi pelaksanaan APBD desa dilaporkan 2 (dua) kali 
setahun? 
5. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban  realisasi 
pengelolaan Dana Desa disampaikan kepada pimpinan daerah melaui 
camat secara tepat waktu? 
 
 
